BUPATI KEPULAUAN MERANTI
PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI KEPULAUAN MERANTI
NOMOR 25 TAHUN 2021

TENTANG

PELAKSANAAN CUTI BERSAMA HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H BAGI PEGAWAI
NEGERI SIPIL DAN TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021

Menimbang

Mengingat

a.

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

bahwa dalam rangka menegakkan disiplin dan menjamin
konsistensi terhadap Pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul
Fitri 1442 H Bagi PNS dan Tenaga Non PNS di Lingkungan
Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti dan berdasarkan
pertimbangan Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti sebagaimana tersebut dalam telaahan Staf
Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Kepulauan
Meranti Nomor: 800/BKD-PPK/IV/2021/076 pada tanggal 30
April 2021, pelaksanaan cuti bersama hari raya Idul Fitri 1442 H
bagi Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun
2021, Perlu di tetapkan dengan Peraturan Bupati;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Pelaksanaan Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H Bagi
Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun
2021;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2009 tentang Pembentukan

Kabupaten Kepulauan Meranti di Provinsi Riau (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 13 Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4968);

. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan

Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
112, TambahanLembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5038);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

Peraturan Perundang-undangan (lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah



10.

dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 183, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5494);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014
tentang Pemerintahan Daerah (Lemabaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara
Republim Indonesia Nomor 5679);

. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5135);

. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan

Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang
Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6477);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang

Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018
tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 9
Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti (Lembaran Daerah
Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2016 Nomor 9)
sebagaimana telah diubah beberapa terakhir dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Nomor 3 Tahun 2019
tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan
Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti
(Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun 2019
Nomor 3);

Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengendalian
dan Pengelolaan Tenaga Non PNS di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Kepulauan Meranti (Berita Daerah Kabupaten
Kepulauan Meranti Tahun 2018 Nomor 37) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Bupati Kepulauan Meranti Nomor 23



Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor
37 Tahun 2018 tentang Pengendalian dan Pengelolaan Tenaga
Non PNS di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan
Meranti (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti Tahun
2021 Nomor 23);

11. Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Tenaga Kerjadan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Reformasi Birokrasi
Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun
2020, Nomor 4 Tahun 2020 tentang Hari Libur Nasional dan
Cuti Bersama Tahun 2021;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PELAKSANAAN CUTI BERSAMA

HARI RAYA IDUL FITRI 1442 H BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL DAN
TENAGA NON PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI 2021.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1.

Cuti bersama adalah cuti yang ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku
sebelum dan sesudah Hari Raya Idul Fitri 1442 H.

Pegawai Negeri Sipil selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil
Kabupaten Kepulauan Meranti.

Tenaga Non Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Tenaga Non PNS
adalah tenaga yang tidak berstatus sebagai PNS yang dipekerjakan di instansi/
Organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintahan Kabupaten
Kepulauan Meranti.

Keterangan adalah kejelasan mengenai alasan ketidakhadiran PNS atau Tenaga
Non PNS dikarenakan dinas, sakit, izin, dan cuti dibuktikan dengan Surat
Perintah atau Surat Keterangan yang diterbitkan oleh pihak terkait.

BAB II
CUTI BERSAMA

Pasal 2

Cuti Bersama Hari Raya Idul Fitri 1442 H adalah tanggal 12 Mei 2021.

BAB III
KEWAJIBAN

Pasal 3

Setiap PNS dan Tenaga Non PNS wajib masuk kerja kembali seperti biasa mulai
hari pertama setelah cuti bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 dan
dibuktikan dengan menandatangani daftar hadir (Absensi).



BAB IV
SANKSI

Pasal 4

Bagi PNS dan Tenaga Non PNS yang tidak masuk kerja tanpa Keterangan pada hari
pertama setelah Cuti Bersama sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 akan
dikenakan sanksi.

Pasal 5

(1) Bagi PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada ketentuan Pasal
4 di kenakan sanksi berupa pemotongan penuh terhadap semua jenis tunjangan
Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) Beban Kerja, Kondisi Kerja, Kelangkaan
Profesi dan Pertimbangan Objektif lainnya yang dibayarkan pada bulan Juni
2021.

(2) Bagi Tenaga Non PNS yang tidak masuk kerja sebagaimana dimaksud pada
ketentuan Pasal 4 dikenakan sanksi berupa diberhentikan dengan tidak hormat.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan ini
dengan Penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Meranti.

Ditetapkan di Selatpanjang
pada tanggal 30 April 2021

BUPATI KEPULAUAN MERANTI,

ttd

MUHAMMAD ADIL

Diundangkan di Selatpanjang
Pada tanggal 30 April 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI,

ttd

KAMSOL
BERITA DAERAH KABUPATEN KEPULAUAN MERANTI TAHUN 2021 NOMOR 25



